BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015

Menimbang

Mengingat

TENTANG KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

. bahwa mekanisme pemilihan kepala desa, dan pedoman bagi

kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintah desa di
Kabupaten Tulungagung telah diterbitkan Peraturan Daerah
Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala
Desa;

. bahwa sehubungan dengan terbitnya regulasi teknis terkait

dengan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, maka
perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2015;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a, dan huruf b, maka perlu dilakukan perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun
2015 tentang Kepala Desa;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730j;
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11.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717};

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Kepala Desa;



Menetapkan

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata
Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah
Desa;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa;

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa;

15.Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 12 Seri E);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun
2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Tulungagung Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);

17.Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun
2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Tulungagung Tahun 2016 Nomor 3 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATI TULUNGAGUNG
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Tulungagung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 1
Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 14 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
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Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Tulungagung.
Bupati adalah Bupati Tulungagung.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat
Daerah Kabupaten Tulungagung.

Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan
pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan
kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani
sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan
tugas umum pemerintahan.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat

Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat
BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan
Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk
menyepakati hal yang bersifat strategis.

Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama
lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat
sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra

pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan
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disepakati bersama Badan Permusyawatan Desa.

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah  tangga  Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala
Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang
diwadai dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung
tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang
diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur
Kewilayahan.

Tokoh Masyarakat adalah Tokoh Adat, Tokoh Agama,
Tokoh Wanita, Tokoh Pemuda dan Pemuka-Pemuka
Masyarakat lainnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya
disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintah Desa.

Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan
rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang

bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu adalah suatu proses
pemilihan/penggantian Kepala Desa yang berhenti
antarwaktu.

Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang
selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Desa adalah Panitia
yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses
Pemilihan Kepala Desa.

Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang
selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah
panitia yang dibentuk oleh Bupati dalam mendukung
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Kelompok Petugas Penyelenggara Pemungutan Suara yang
selanjutnya disingkat KPPPS adalah kelompok panitia
yang  dibentuk oleh  Panitia  Pemilihan  untuk
melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di
TPS.

Ketetapan BPD adalah produk hukum yang dibuat oleh
BPD dan Pemerintah Desa dengan melibatkan warga
masyarakat desa berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan
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Pemerintahan Desa.

Keputusan BPD adalah produk hukum yang dibuat oleh
BPD berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tugas-tugas
BPFI.

Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat desa
setempat yang memenuhi syarat berdasarkan penjaringan
dan penyaringan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa
sebagai Calon Kepala Desa.

Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang
ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang
akan dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa.

Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh
suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.

Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang
diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa
dalam kurun waktu tertentu.

Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berhak
mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala
Desa, dalam hal ini adalah Bupati.

Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan
telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak
pilih.

Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS
adalah Daftar Pemilih yang disusun berdasarkan

pendataan pemilih sementara.

Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang
disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang
bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.

Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah
daftar pemilih yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan
sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah
pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.

Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk
menentukan sikap pilihannya.

Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh panitia
pemilihan meliputi penentuan persyaratan, pengumuman
waktu pendaftaran, dan pendaftaran bakal calon.
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Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh
Panitia Pemilihan berupa penelitian persyaratan
administrasi bagi bakal calon untuk selanjutnya
ditetapkan menjadi calon sampai dengan mengumumkan
calon ditempat terbuka untuk memberi kesempatan
kepada masyarakat memberikan penilaian masing-masing
calon sebelum ditetapkan menjadi calon yang berhak
dipilih.

Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh
Calon Kepala Desa untuk menyakinkan para pemilih
dalam rangka mendapatkan dukungan.

Tempat Pemugutan Suara selanjutnya disingkat TPS
adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau sebutan lainnya adalah
mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang
ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan
diserahi tugas dalam sesuatu jabatan Negara atau diserahi
tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan
sesuatu Peraturan Perundang-undangan dan digaji
menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pembinaan adalah Pemberian pedoman, standar
pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan,
bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi,
supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi

pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari
kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban
APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa
barang bergerak dan barang tidak bergerak.

Hari adalah hari kerja.

Saksi adalah seseorang yang ditunjuk dan/atau diberi

mandat dari calon Kepala Desa.

Sanksi adalah hukuman yang diberikan apabila
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan aturan yang
ditetapkan.



2. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 19

(1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai
berikut:

a.
b.

C.

Warga Negara Republik Indonesia;
bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah
Pertama atau sederajat;

berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada

saat mendaftar;
bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai
menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara
jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang
bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai
pelaku kejahatan berulang-ulang;

tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap;

berbadan sehat dan bebas NARKOBA;

tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali
masa jabatan;

berkelakuan baik ; dan

sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat
selama menjabat Kepala Desa.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf d

dibuktikan dengan Foto Copy ljasah/Surat Tanda Tamat



Belajar dan sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Lembaga
Pendidikan yang mengeluarkan Ijasah yang diakui oleh
Instansi yang berwenang atau dilegalisir oleh Instansi yang

berwenang.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
dibuktikan dengan Akte Kelahiran yang telah dilegalisir
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,
hurufl, dan huruf n dituangkan dalam Surat Pernyataan.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g,
huruf i, dan huruf j dibuktikan dengan surat keterangan

dari Pengadilan Negeri setempat.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
dibuktikan dengan surat Kketerangan dari Dokter
Pemerintah.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i
dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian
(SKCK).

. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut :

(1)

Pasal 54

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan
Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat
Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :

a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;

c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset
Desa;

menetapkan Peraturan Desa;

menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
membina kehidupan masyarakat Desa;

® -0 A

membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat
Desa;
h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta

mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian
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skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran
masyarakat Desa;

mengembangkan sumber pendapatan Desa;
mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian
kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Desa;

mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat
Desa;

memanfaatkan teknologi tepat guna;

mengoordinasikan Pembangunan Desa secara
partisipatif;

mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala Desa mempunyai hak :

a.

b.

mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja
Pemerintah Desa;

mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan
Desa;

menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan,
dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat
jaminan kesehatan;

mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang
dilaksanakan

memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban
lainnya kepada Perangkat Desa

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :

a.

memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat
Desa;

mentaati dan menegakkan peraturan perundang-
undangan,
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melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan
gender;

melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang
akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien,
bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh
pemangku kepentingan di Desa,;

menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa
yang baik;

mengelola Keuangan dan Aset Desa;

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Desa;

menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
membina dan melestarikan nilai sosial budaya
masyarakat Desa;

memberdayakan masyarakat dan lembaga
kemasyarakatan di Desa;

mengembangkan potensi sumber daya alam dan
melestarikan lingkungan hidup;

memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

4. Ketentuan Pasal 59 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5)
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

(1) Kepala Desa berhenti karena :

a. Meninggal dunia,;

b. Mengajukan permintaan sendiri;

c. Diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c karena :

a.

b

Berakhir masa jabatannya;

. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan
atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6
(enam) bulan;

c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;

. Melanggar Larangan sebagai Kepala Desa;

Adanya perubahan status desa menjadi kelurahan,
penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu)
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desa baru, atau penghapusan desa;
Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa,
atau

Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap.

(3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a, BPD
melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

(4) Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f, dan

huruf g, BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat

berdasarkan keputusan musyawarah BPD dan didasarkan

pada hasil pemeriksaan oleh Lembaga Pegawasan yang

berwenang dan / atau putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan BPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan

Bupati.

. Diantara Pasal 68 dan Pasal 69 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni

Pasal 68A dan Pasal 68B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68A

Kepala Desa yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan
awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah.

Pelatihan awal masa jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 68B

Kepala Desa wajib mengikuti program pelatihan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi,
dan/atau Pemerintah Daerah.

Program Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
Anggaran Pendapatan dan Pendapatan Daerah Kabupaten,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi, dan/atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
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Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 16 Mei 2016
BUPATI\TULUNGAGUNG,

SY LYO

Diundangkan di Tulungagung

Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2016 Nomor 13 Seri E
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA

PENJELASAN UMUM

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka dalam rangka penyelenggaraan
pemilihan Kepala Desa dan sebagai pedoman bagi Kepala Desa dalam
melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya telah diterbitkan
Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala
Desa.

Seiring dengan implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten
Tulungagung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, serta dengan terbitnya
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan
Dan Pemberhentian Kepala Desa, dalam rangka meningkatkan efektifitas
penerapan Peraturan Daerah dan untuk menyesuaikan dengan regulasi
Permendagri maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah
Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.

PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 19
Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 54
Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas.
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Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Hurufd
Cukup jelas.
Hurufe
Cukup jelas.
Huruf
Cukup jelas.
Huruf g
Yang dimaksud terpidana dalam hal ini dikecualikan
terhadap pidana karena tindak pidana pelanggaran.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat 5)
Cukup jelas.
Angka 5
Pasal 68A
Cukup jelas.
Pasal 68B
Cukup jelas.
Pasal I
Cukup jelas.




